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PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

L
JL. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) wigsw; Bml;r(hunting) Fax, (og;j 8415429 - 8445265 SOEGIJAPRANATA

e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id Talenta pro patria et humanitate
Nomor : 00533/B.1.7/PSIK/V1/2024 11 Juni 2024
Lampiran @ Panduan Wawancara
Hal : Permohonan Observasi dan Wawancara

Terkait dengan Layanan Informasi Publik

Kepada Yth :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Di

Semarang

Dengan hormat,

Semester Genap 2023/2024, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan
Komunikasi UNIKA Soegijapranata menyelenggarakan mata kuliah Manajemen Informasi
Publik. Mahasiswa peserta mata kuliah dimaksud, selain mendapatkan pemahaman akan teori,
konsep dan peraturan terkait di Indonesia, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman
secara praktis perihal layanan informasi publik.

Terkait dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) mengijinkan mahasiswa peserta mata kuliah Manajemen Informasi
Publik (zerlampir) untuk melakukan observasi dan wawancara tentang layanan informasi

publik. Hasil observasi dan wawancara akan digunakan sebagai bahan untuk ujian akhir mata
kuliah tersebut.

Demikian permohonan kami.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hmamento Saintio, S.Fil., M.I1L. Kom.
.1.2022.412




PEMBAGIAN TUGAS MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK-2024

No PPID No
1 | Dinas Pendidikan Kota Semarang 1
2
2 | Dinas Kesehatan Kota Semarang 3
4
3 | Dinas Sosial Kota Semarang 5
6
4 | Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 7
8
5 | Dinas Kependudukan dan 9
Pencatatan Sipil 10
Kota Semarang
6 | Dinas Komunikasi, [nformatika, 11
Statistik dan Persandian Kota 12
Semarang
7 | Badan Perencanaan Pembangunan 13
Daerah 14
Provinsi Jawa Tengah
8 | Dinas Pekerjaan Umum Kota 15
Semarang 16
9 | Badan Perencanaan Pembangunan 17
Daerah 18
Kota Semarang
10 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 19
Kota Semarang 20
11 | Dinas Perdagangan Kota Semarang 21
22
12 | Dinas Komunikasi dan Informatika 23
Provinsi Jawa Tengah 24
13 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 25
Menengah 26
Provinst Jawa Tengah
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan 27
Provinsi Jawa Tengah 28
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 29
Desa, Kependudukan dan 30
Pencamtan Sipil
Provinsi Jawa Tengah
16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, 31
Perlindungan Anak, Pengendalian 32

Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinst Jawa Tengah




NIM

| No | PPID No
17 Dinas Tenaga Kerja dan
| | Transmigrasi
. | Provinsi Jawa Tengah
| 18 | Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
19 | Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permuldman Provinsi
Jawa Tengah
20 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
| 21 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
i dan Cipta Provinsi Jawa Tengah
| 22 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
i 23 | Bawaslu Kota Semarang
! |
| 24 | KPU Kota Semarang
25 | Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
26 | KPU Provinsi Jawa Tengah
' 27 | Komisi Informasi Provinsi Jawa
: Tengah
28 | DPRD Provinsi Jawa Tengah
' 29 | DPRD Kota Semarang
| ‘
: 30 | Badan Penanggulangan Bencana
' Daerah (BPBD)
T Provinsi Jawa Tengah
31 | Dinas Penanaman Modal Terpadu
Satu Pintu
Kota Semarang
32 | Dinas Perhubungan Kota Semarang
' 33 | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah

Nama




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 — 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor Telepon/E-mail
Rincian Informasi yang

Informasi tentang PPID, Daftar Informasi Publik,

dibutuhkan Standar pengumuman, Standar Permintaan Informasi
(tambahkan kertas bila perlu) publik
Tujuan Penggunaan :  Untuk memenuhi tugas kuliah
Informasi
Cara Memperoleh** e 1. / Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. Mendapatkan salinan informasi
Cara Mendapatkan Salinan : 1L / Mengambil
Informasi**
2. Pos
3. Kurir
4. Faksimil
5. E-mail

Semarang, 2 Juli 2024

Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permintaan Informasi)

Perdana Raka Ardhana, S.|.Kom

Keterangan :
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (V')



VI.

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan
Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon nformasi
dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam
Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar
negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau suratsuat antar Badan
Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum
dikuasai atau didokumentasikan.

. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR

PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi
tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan
informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau
tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat
memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal:
informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan
apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan
Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon
informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan
lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan
Pemohon Informasi selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon
informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam 90 jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon
Informasi Publik






2/8/24, 9:07 AM Gmail - Permohonan

N' Gmall PPID DISPERAKIM JATENG <ppiddisperakim@gmail.com>
Permohonan

2 pesan

laporanppid@gmail.com <laporanppid@gmail.com> 7 Februari 2024 pukul 19.05

Kepada: ppiddisperakim@gmail.com

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nama
Alamat

Email

Pekerjaan . Karyawan Swasta

Informasi terkait daftar pengembang perumahan subsidi
Rincian Infomasi Yang Dibutuhkan : maupun non subsidi yang sudah masuk daftar untuk
pembangunan tahun 2024

. Untuk melakukan penawaran produk pintu murah dengan

Tujuan Penggunaan Informasi " kualitas terbaik

laporanppid@gmail.com <laporanppid@gmail.com> 7 Februari 2024 pukul 19.05
Kepada: ppiddisperakim@gmail.com

[Kutipan teks disembunyikan]

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=bd583ef7eb&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1790245485149026163&simpl=msg-f:1790245485149. .. 1M



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JI. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7600247
Faksimile 024-7608202, 7608434 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : KEPALA BIDANG KETERPADUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Lewat Yth.
Dari
Tembusan
Tanggal
Nomor

Hal

:SEKRETARIS

:KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
:12 Februari 2024

:487.22/13

: Permohonan Informasi Publik

Menindaklanjuti permohonan informasi publik saudara _ perihal
Permohonan Informasi Publik melalui Formulir Permohonan Informasi Publik pada Website
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan rincian
informasi yang dibutuhkan mengenai Informasi terkait daftar pengembang perumahan subsidi
maupun non subsidi yang sudah masuk daftar untuk pembangunan tahun 2024, dengan
tujuan penggunaan informasi untuk melakukan penawaran produk pintu murah dengan
kualitas terbaik. terlampir kami sampaikan Formulir permohonan Informasi Publik yang
disampaikan melalui website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah (https://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/form_permohonan_informasi).

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk dapat mempersiapkan dokumen
tersebut dengan tetap memperhatikan informasi informasi yang dikecualikan, paling lambat
hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 pukul 16.00 WIB dan dikirimkan melalui

email [

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian, terima kasih

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOVA ADIWIDANTO., S.Hut.MSi

Pembina Tingkat |
NIP 19731113 199803 1 003




KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434

Laman hitp://jatengprov.go.id Surat Elektronlk disperakim@jatengprov.go.id

Semarang, \% Februari 2023

Nomor D 4R7-22 / 44y Kepada
Sifat : Penting vih. |
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Informasi di -
SEMARANG

Menindaklanjuti Permohonan Informasi Publik saudara |Gz
melalui Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah dengan nomor register 07/PPID-Disperakim/11/2024 Tanggal 12
Februari 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik, bersama ini dengan hormat
kami sampaikan informasi terkait daftar pengembang perumahan subsidi
maupun non subsidi yang sudah masuk daftar untuk pembangunan tahun 2024,
kami sampaikan bahwa informasi tersebut bisa di akses melalui website

Kementerian PUPR dengan Alamat Website https://sikumbang.tapera.qgo.id/

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerja samanya.

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng selaku Atasan
PPID Pelaksana;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng Selaku PPID;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

E—

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah :

1. Nama/Jenis Informasi : Penjelasan Tertulis mengenai informasi terkait
daftar pengembang perumahan subsidi maupun
non subsidi yang sudah masuk daftar untuk
Pemhangunan tahun 2024

2. Format Informasi . Soft Copy
Nama Pemohon Informasi
Alamat

=

Alamat Surat Elektronik
Nomor HP
Waktu Penyerahan Informasi Februari 2024 melalui surat Elektron

Catatan . a. Pemohon  wajib  menyerahkan hasil
Pengawasan Kinerja / Penelitian / dan
sebagainya sesuai alasan permohonan
informasi. Jika tidak dipenuhi kewajiban
tersebut maka permohonan informasi
berikutnya dapat ditolak/tidak dipenuhi

b. Biaya penggandaan dokumen atau informasi
menjadi  beban pemohon  informasi.
Termohon tidak bersedia membiayai
penggadaan Salinan tercetak terlebih dahulu
(full finance sharing)

© N W

Semarang, Februari 2024

Yang Menyerahkan Yang Menerima
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU

I = il *,}
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